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Abstrak: Dalam Islam tidak mengenal pembedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.
Kebadiran Islam di tengah-tengah wumat manusia ditujukan untuk mengangkat derajat kaum
mustadh’afin, seperti fakir miskin, budak dan perempuan yang mengalami diskriminasi dalam
pemennban hak-haknya. Meski Islam mengajarkan fkesetaraan kepada wumatnya, akan tetapi
realitanya di masyarakat masih banyak sekali pengkerdilan, pendiskriminasian serta penindasan
kepada kanm lemab tersebut, khususnya kaum perempuan. Ironisnya, kasus-kasus yang tetjadi pada
mereka (kaum perempnan) adalah sumbernya berasal dari kelnarga. Ternyata perundang-undangan
yang dibuat oleh Negara, khususnya tentang masalah hukum kelnarga dianggap kurang cakap dan
mapan dalam memberikan ketegasan terkait penindasan terbadap kanm perempuan. Akbirnya, kaum
Sfeminis seperti Musdah Mulia angkat bicara untuk menentang kekerdilan dan ketidakadilan terbadap
pemennban hak-hak perempuan. Perempuan terus saja diposisikan sebagai makhluk nomer dua setelah
laki-laki, dan kanm laki-laki terus saja merasa babwa dirinya makhluk superior dari perempuan.
Karena disinyalir hukum keluarga (lebib tepatnya KHI) tidak mampu mengcover permasalahan ini,
maka Musdah Mulia dan Tim Pokja merumuskan pembabarnan dalam bidang hukum kelnarga
untuk mengembalikan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan pada tempat yang sebenarnya.
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PENDAHULUAN

Islam datang merombak kekerdilan-kekerdilan terhadap perempuan.! Namun,
belakangan ini mulai mencuat isu bahwa Islam adalah agama yang memarginalkan perempuan,
apa yang terjadi? Apakah memang benar bahwa Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih
menciptakan makhluk bernama perempuan dengan sifat inferior dan penyebab terjadinya
fitnah? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Munculnya pertanyaan ini tidak lain karena adanya
perbedaan dalam memahami teks suci. Dimana kemudian muncul asumsi bahwa jenis kelamin
laki-laki memiliki keunggulan kodrat dibandingkan perempuan, sehingga dengan asumsi ini
seakan-akan aturan Islam meminggirkan perempuan.? Beberapa mufassir yang terkenal dengan
lantang menyuarakan penafsirannya seputar masalah laki-laki dan perempuan dalam surah an-
Nisa: 34 adalah az-Zamakhsyari®, Fakhruddin ar-Razi, Ibnu Katsir*, al-Maraghi®, ath-
Thabathabai yang mana kesemuanya menyatakan bahwa laki-laki memiliki posisi lebih unggul
dibandingkan perempuan.

Imam Syafi’i juga menyuarakan hal yang sama dalam hal posisi laki-laki dan
perempuan. Imam madzhab ini menyatakan penilaian terhadap perempuan bahwa perempuan
setengah dari laki-laki, wilayah kerja perempuan adalah wilayah domestik, dan pemikiran
Imam Syafi’i cenderung patriarkhis.® Namun kesemua pemikiran Imam Syafi’i ini tidak lepas
dari pengaruh budaya yang mengitarinya.’

Pandangan-pandangan patriarkhis ini dibantah oleh kaum feminis liberal yang datang
kemudian. Jika para ulama’ klasik menafsirkan ayat berdasarkan latar budaya yang
melingkupinya, maka menurut feminis penafsiran klasik tersebut sudah tidak relevan dengan

realitas saat ini. Realitas zaman sudah menunjukkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki

! Munirul Abidin, Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 02.

2 Tutik Hamidah, Figh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 230.

8 Kaum feminis liberal menilai Zamakhsyari adalah tokoh pemikir Muslim yang masuk dalam tataran liberal
dalam pemikirannya, namun pandangannya terhadap perempuan tidak lepas dari pandangan zamannya. Nama
lengkapnya Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari. Adapun kitab tafsirnya adalah al-Kasysyaf
‘anHagqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Agawil fi Wujuh at-Ta 'wil, juz | (Beirut: Dar al-Kitab al-*Arabi, tt), 523.

# Ibn Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadith “lan yufliha gawm wallau amrahum imraatun (HR.Bukhari),
dari hadith tersebut jelas menunjukkan bahwa potensi laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin lebih besar dari
pada perempuan. Oleh sebab itu, kaum laki-laki lah yang ditunjuk sebagai Nabi dan raja. Lihat: Abul Fida'Ismail
Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adhim, Juz, 1 (Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqgafiyah, 1993), 165 .
5 Pendapat yang sama datang dari al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa anugerah fisik yang kuat, dan amanah
tanggung jawab dalam menafkahi keluarga adalah bukti keunggulan laki-laki untuk dijadikan pemimpin
perempuan, pendapatnya dilandaskan pada surat al-Baqgarah: 228, “wali al-rijal alaihinna darajah”, yaitu berupa
keunggulan setingkat dalam memimpin dan lebih berpeluang dalam menciptakan kesejahteraan manusia. Lihat:
Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 27.

& Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam
Pandangan Imam Syafi’i (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), 144,

7 Leila Ahmed, Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern, terj, M.S. Nasrullah
(Jakarta: Lentera, 2000), 102.
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dalam menggapai prestasi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, ekonomi, kepemimpinan,
serta dalam ranah keluarga.®

Perdebatan mengenai kesetaraan semakin runcing dan sengit ketika Negara ikut andil
dalam membatasi hak-hak perempuan. Pasal-pasal dalam perundang-undangan perkawinan
(UUP, KUHP, KHI°) dengan lantang menyuarakan bahwa posisi perempuan berada di bawah
laki-laki. Penyebutan suami sebagai ‘kepala keluarga’ dan istri ‘ibu rumah tangga’ termaktub
dalam pasal 77 (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian mengalami inkosistensi terhadap
ayat selanjutnya 77 (2) yang menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang.
Begitu pula yang terjadi dalam UUP No. 1 tahun 1974 dalam pasal 30 (1) dan (2) mengalami
perbedaan pemahaman dengan ayat selanjutnya.°

Berdasarkan problem di atas, Musdah Mulia hadir sebagai salah satu dari sekian feminis
di Indonesia menawarkan pembaharuan di dalam ranah hukum keluarga. Menurutnya,
maraknya kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga disinyalir karena
kurangnya ketegasan hukum untuk memberikan sanksi pada mereka yang melanggar ketentuan
hukum.!* Oleh sebab itu, Musdah tergerak untuk berusaha mengemas kembali misi Islam
sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yang menjunjung tinggi nilai kemaslahatan terhadap
manusia, khususnya manusia lemah seperti perempuan untuk tidak pernah membedakannya
dengan manusia yang bernama laki-laki.'?> Oleh karena itu, fokus kajian dalam penelitian ini
dispesifikasikan sebagai berikut: Bagaimana Pemikiran Musdah Mulia tentang Kesetaraan Hak
dan Kewajiban Suami-istri dalam keluarga? Bagaimana konsep Hak dan Kewajiban yang

diusung Musdah Mulia dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia?

KONSEP KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI PERSPEKTIF
MUSDAH MULIA

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal
menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya.*® Semua itu ditujukan untuk
mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini

sering mengalami tindakan distorsi.

8 Hamidah, Figh Perempuan..., 21.

9 Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender ..., 160.

10 Mulia, Membangun Surga di Bumi..., 83.

1 Siti Musdah Mulia, Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, dalam
Sulistyowati Irianto (ed), Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 131.

12 Mulia..., 53.

13 Mulia, Muslimah Reformis..., 228.
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Ao i &) a8 Bie kA TXT &) g8 lan Qi L gald aSaa y A1y 83 (ha ARUERIA 1) ) 0 G
(V%) =

‘“‘Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi
Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Menurut Musdah Mulia, misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (al-
musawabh), persaudaraan (al-ikha’), dan kebebasan (al-khuriyah) untuk mengangkat martabat
kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin masyarakat akan
budaya patriarkhi sangat kuat mengintimidasi hak-hak perempuan. Akibatnya, masih banyak
terjadi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan
keluarga.r®

Menurut Musdah, kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan ayat al-Qur’an ini
disebabkan beberapa alasan. Pertama, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami
agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan
agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan. Kedua, pada umumnya masyarakat Islam
memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama’-yang umumnya sangat bias
gender-bukan berdasarkan pengalaman kritis dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan.
Ketiga, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak

mengacu kepada pemahaman tekstual'® terhadap teks-teks suci sehingga mengabaikan

14 Q.S. al-Hujurat (49): 13.

15 Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”..., 68.

16 pemahaman tekstual dalam istilah tafsir tidak dikenal dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesianya. Namun,
secara esensial sebagaimana yang sudah diketahui bahwa pemahaman tekstual terhadap teks suci al-Qur’an
diperkenalkan dengan istilah tafsir tahlili, mujmal, dan mugaran, dan mungkin saja akan berkembang ke tafsir
tematik (maudhu’i), semua itu tergantung dari orientasi penemuan makna teks al-Qur’an. Bagi penganut makna
tekstual, al-Qur’an diyakini sebagai firman Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak untuk seluruh situasi dan
kondisi. Al-Qur’an diposisikan sebagai kitab yang mengandung seperangkat hukum dan dokterin keagamaan yang
telah baku, tetapi pada saat yang sama, al-Qur’an bergerak mengikuti perkembangan zaman. Lihat: U. Syafrudin,
Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual-Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), 38.
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pemahaman kontekstualnyal’ yang lebih egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai
kemanusiaan.®

Oleh karena itu, Musdah ingin mengusung sebuah konsep pembaharuan dengan
melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang selama ini dianggap memberikan
pemahaman bias gender terhadap perempuan. Salah satu ayat yang diusung Musdah dalam
kaitannya menyetarakan hak-hak perempuan sebagai istri adalah konsep ‘gawwam’ dalam

surat an-Nisa’: 34.

Eilabla GG GAAIANS agh pal G 18R Ly Gty o agedany G b Ly sl o G5a 58
| 585 306 ARl (b Gh iyl 5 aaliaall b ()b g G shand B3l (o g8AS (g A B ey sl

190F £) 1508 Be (8 A &) Do Sigale
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri?® ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka).?* Wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya,?? Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,
dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-

cari jalan untuk menyusahkannya.?® Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

17 Istilah kontekstual adalah istilah baru dalam dunia penafsiran. Artinya, gagasan ini muncul akibat keprihatinan
terhadap penampilan tafsir Qur’an selama ini yang dinilai kurang adil dan menyeluruh. Fazlur Rahman sebagai
salah satu penggagas tafsir kontekstual ini menganggap bahwa tafsir Qur’an selama ini hanya memaknai ayat
sepotong-potong saja (parsial). Oleh sebab itu, menurut Rahman penafsiran ulama’ klasik dan pertengahan tidak
mengahsilkan suatu weltanchauung (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara
keseluruhan. Kontekstual adalah pemaknaan yang berarti lebih banyak pada ‘akar kesejarahan’. Istilah konteks
digunakan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca. Jadi, kontekstual berarti segala hal
yang bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca. Lihat: Syafrudin, Paradigma Tafsir..., 42.

18 Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan..., 24.

19 QS. al-Nisa’ (4): 34.

20 Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

21 Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

22 Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah
tanpa izin suaminya.

23 Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula
diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat
juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama
telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
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Selama ini makna ‘qgawwam’ diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi
laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya.?* Musdah
berupaya untuk memaknai kembali kata ‘qawwam’ dengan lebih mamanusiakan perempuan.
Artinya, menurut Musdah, makna ‘qawwam’ yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah
‘kepala keluarga’ atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah
ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah,
pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi ‘qgawwam’ bagi keluarganya, maka posisi
‘gawwam’ bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi
menyandang posisi tersebut.?®

Penggunaan kata ‘kepala’ dan ‘pemimpin’ yang disandarkan pada laki-laki akibat multi
tafsir ini akan mendudukkan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan
otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi
untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang
menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan
segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.?®

Maka dari itu, Musdah mengatakan bahwa hanya laki-laki yang masuk kualifikasi
tertentu yang bisa menyandang kategori ‘qawwam’. Yakni, mereka yang memiliki kualitas
yang lebih tinggi dari pada istrinya serta telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan
nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya, kata rijal menggunakan alif laam yang dalam kaidah
bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua
suami yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.?’

Menurut peneliti, konsep yang ditawarkan Musdah Mulia dalam melakukan
reinterpretasi terhadap makna ‘qawwam’ dalam ayat 34 dari surat an-Nisa’ di atas adalah
sebuah bentuk penyegaran baru dalam bidang tafsir dan pemahaman keislaman kepada
masyarakat. Dengan begitu, Musdah mengharapkan pandangan-pandangan stereotipe terhadap
perempuan dapat terkikis dan melebur seiring dengan terealisasinya nilai-nilai kemanusiaan
dalam memperhatikan perbaikan nasib perempuan.

Pendapat Musdah yang menyatakan bahwa pemaknaan kata ‘qawwam’ ditujukan
hanya lelaki tertentu saja, berbeda dengan Quraish Shihab yang memberikan penafsiran detail

mengenai kata rijal dan gawwam. Menurutnya:

2 Mulia, Muslimah Reformis..., 376.

% Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri..., 69.
% Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan..., 19.
2 Mulia, Membangun Surga di Bumi..., 85.
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“Pertama, makna Js_Y, adalah bentuk jamak dari J>_, (lelaki). Banyak para ulama’ yang
mengartikan kata J=_!' dengan makna para suami sesuai dengan makna terjemahan
dalam al-Qur’an. Akan tetapi kemudian, penafsiran dari Muhammad Thahir ‘Ibn ‘Asyur
berbeda, beliau mengemukakan bahwa kata J» )l tidak digunakan dalam bahasa arab/
bahasa al-Qur’an dengan makna suami. Berbeda dengan kata «Lull (3 »!) yang digunakan
untuk makna istri. Menurutnya ayat di atas berbicara tentang pria dan wanita secara
umum Yyang kemudian berhubungan dengan penggalan ayat selanjutnya yang
menyatakan tentang sifat-sifat istri sholichah.

Berikutnya, tentang makna gawwamun adalah jama’ dari kata gawwam yang terambil
dari kata »& yang dalam kaitannya kata ini juga diperuntukkan dalam hal mendirikan
sholat. Akan tetapi yang terpenting pemaknaan ini tidak untuk makna tersebut, melainkan
kata gawwamun diartikan melaksanakan dengan sempurna, berikut syarat dan rukunnya,

serta sunnah-sunnahnya.?®

Dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ayat di atas berindikasi kepada semua
lelaki untuk menjadi pemimpin yang sempurna, yakni menjalankan tugas kepemimpinannnya
dengan baik, berkesinambungan, berulang-ulang dan pastinya bertanggung jawab. Lebih-lebih
untuk para suami, seharusnya mereka lebih memiliki tanggung jawab yang besar kepada
keluarganya untuk menjadi pemimpin yang sempurna.

Menurut peneliti, penafsiran Quraish Shihab tentang makna ‘qawwam’ di atas lebih
sempurna dibandingkan dengan apa yang diungkapkan Musdah Mulia. Pasalnya, Quraish
Shihab menafsirkan makna ‘qawwam’ lebih objektif dengan mengutip beberapa pendapat para
mufassir lain yang memandang makna ‘gqawwam’ dengan arti yang berbeda. Namun,
perbedaan itu justru membawa makna ‘qawwam’ pada makna yang semestinya, yakni
bahwasanya tanggung jawab menjadi pemimpin tidak hanya dikhususkan kepada laki-laki
yang telah menjadi suami, akan tetapi lebih luas dari itu, bahwa setiap laki-laki haruslah
memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya.

Beberapa mufassir lain menerjemahkan kata st e (943 Js ) dengan “laki-laki

adalah pemimpin bagi perempuan”.?® Pemaknaan lbnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga

28 Shihab, Tafsir al-Mishbah..., 511.

2 Dalam tafsir al-Maraghi dikatakan » lesls 5 3l <l &3 13(ini adalah pemimpin wanita), apabila laki-laki
menjalankan uusan dan menjaga wanita. Kelebihan laki-laki ada dua: kelebihan yang bersifat fitry dan kasbiy.
Kelebihan fitry adalah kelebihan berupa kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian, kemudian
implikasinya adalah kekuatan akan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan perkara. Kelebihan
kasbiy adalah adalah kelebihan berupa kemampuannya untuk berusaha mencari rizki dan melakukan pekerjaan-
pekerjaan . Oleh karena itu kaum lelaki dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada kaum wanita
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mengartikan kata ‘gawwam’ sebagai pemimpin bagi perempuan. Ada beberapa pendapat di
dalamnya seperti Ali bin Abi Thalhah yang menyatakan dari Ibnu Abbas bahwa pemimpin-
pemimpin yang dianjurkan mentaatinya adalah yang sesuai dengan perintah Allah SWT., Dan
ketaatan itu adalah berupa berbuat baik terhadap keluarganya dan menjaga hartanya. Kemudian
pendapat datang dari asy-Sya’bi yang menyatakan bahwa dikatakan laki-laki menjadi
pemimpin karena ia memiliki kewajiban membayar mahar kepada istrinya, jika suami
menuduh istrinya berzina, maka suami juga mendapat hukuman /i’an, dan begitupun
sebaliknya perempuan yang menuduh suaminya berzina, maka wajib mendapat hukuman jild
(Cambuk).*

() Uy Uh 55188 Ll A 20,20 G 381 i (18 4083 (igalBlian Ll 1 68T
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian
dengan penuh kerelaan.®? Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian
dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Betolak dari penafsiran Quraish Shihab, mufassir lain memberikan makna lebih utuh
dalam menafsirkan kata ‘qawwam’. Dari apa yang disampaikan mufassir seperti Ibnu Katsir,
al-Maraghi, Ibnu Abbas dan beberapa penafsir lain yang menyatakan layaknya laki-laki
dikatakan sebagai pemimpin dikarenakan tanggung jawabnya dalam memberikan mahar
kepada calon istrinya. Dengan begitu, peneliti menyimpulkan bahwa jika mahar menjadi acuan
para mufassir dalam mengkategorikan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, maka
pastilah kewajiban-kewajiban lain dalam keluarga juga akan disandingkan kepada laki-laki
sebagai suami.

Pernyataan ijab-gabul yang dilakukan mempelai laki-laki akan berakibat hukum bagi
keduanya (laki-laki dan perempuan). Dan pastilah keduanya juga dibebani beberapa hak dan
kewajiban sebagai sepasang suami-istri. Apabila keduanya mampu melaksanakan hak dan
kewajibanya masing-masing, maka akan tercipta ketentraman dan ketenangan hati sehingga

dan memimpin rumah tangga. Lihat: Ahmad Musthafa al-Marahgi, Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar
dan Hery Noer..., 40.

30 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min lbn Katsir, Jilid 2, terj.
M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), 299.

31 QS. an-Nisa’ (4): 4.

32 Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian
itu harus dilakukan dengan ikhlas.
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sempurnalah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, maka tujuan perkawinan untuk
menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah akan mudah terwujud.*

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, para fugaha®* sepakat bahwa
diantara hak istri atas suaminya adalah nafkah hidup dan pakaian. Bahkan, menurut Abu
Hanifah dan Syafi’i bahwa suami yang belum dewasa wajib menafkahi istrinya yang sudah
dewasa. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu apabila

suami sudah menggauli istrinya, sedang suami tersebut telah dewasa.®

(YYY).... chgiaally hisus’s (3, A agisad ey .
“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara

ma'ruf...”%0

Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan suami untuk memenuhi hak istri dan
keluarganya. Namun, al-Qur’an memberikan ketentuan bahwa pemberian nafkah haruslah
tidak berlebihan, yakni disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami.

Ulama’ klasik berupaya untuk terus memurnikan ajaran Islam. Namun, usaha ini kian
mendapat kritikan dari kaum feminis, seperti halnya Musdah Mulia yang menganggap bahwa
apa yang didengungkan ulama’ klasik adalah pandangan yang cenderung misoginis dan terlalu
mendiskriminasi perempuan, terutama dalam hal membatasinya dalam ranah domestik. Selain

itu, adanya pernyataan bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin.*’

3 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers,
2010), 153.

34 Kewajiban memberi nafkah suami kepada istrinya menurut para Imam madzhab antara lain: (1) Madzhab Hanafi
berpendapat bahwa diwajibkannya nafkah atas suami ialah karena keterkekangannya istri sebagai akibat dari akad
nikah yang sah untuk melaksanakan hak suami, (2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajibnya nafkah atas
suami bukan hanya karena akad yang sah, tetapi juga karena istri telah menyerahkan dirinya kepada suami
sepenuhnya, (3) Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat: Pertama, nafkah wajib diberikan kepada istri sejak
akad nikah dan istri menyerahkan dirinya kepada suami. Apabila istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada
suami, maka gugurlah hak nafkahnya. Kedua, nafkah tidak wajib hanya karena akad nikah, karena yang wajib
diserahkan karena akad adalah mahar. Lihat: Uswatun Ni’ami, Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia
Menuju Kesetaraan Gender, dalam Mufidah, Ch, (ed), Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga
(Malang: UIN Maliki Press, 2010), 70.

% lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisa Figh Para Mujtahid), terj, Imam Ghazali Said dan Muhammad
Zaidun, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 518.

% QS. al-Bagarah (2): 233.

37 Jenal Aripin, “Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik”, Ahkam, Vol
XI1, No. 2, (Juli, 2012): 17-24.
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Dengan demikian, hipotesa peneliti bahwa kemunculan konsep yang diusung Musdah
Mulia dalam upaya menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga disebabkan
adanya perbedaan interpretasi sumber hukum Islam, baik al-Qur’an maupun hadith Nabi.
Parahnya lagi, penafsiran-penafsiran terkait urusan rumah tangga banyak ditulis oleh ulama’
laki-laki sehingga wajar jika dituduh misoginis dan patriarkhis.

Di saat inilah kemudian konsep Musdah Mulia memainkan perannya. Di tengah
gemuruhnya sistem patriarkhi yang muncul dari embrio kitab klasik, pada abad XX kaum
feminisme melahirkan kenyataan baru bahwa kaum perempuan yang awalnya dinilai tertinggal
dari kaum laki-laki, ternyata bisa maju beberapa langkah mulai menyamai laki-laki dalam
berbagai bidang. Oleh sebab itu, tokoh feminis seperti Musdah Mulia terus berupaya
menempatkan posisi perempuan untuk terus bisa eksis dan sejajar dengan laki-laki dalam
berbagai strata sosial di era masa kini.

Meski perlu diakui bahwa pemikiran Musdah Mulia ini memberikan kontribusi besar
untuk kebebasan kaum perempuan yang selama ini disinyalir telah mengalami
keterkungkungan dalam hak-haknya. Akan tetapi, kebebasan seperti yang dicetuskan Musdah
Mulia ini dibiarkan dengan tidak berpatri pada doktrin agama, maka akan kebablasan dan
membawa kehancuran bagi penganutnya. Pasalnya, analisis yang digunakan Musdah hanya
satu ayat dari surat an-Nisa’:34 dan hal itu belum bisa dikatakan mampu mewakili penjelasan
makna utuh tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Oleh karena itu,
bagi pribadi peneliti, mengenai pembahasan hak dan kewajiban suami-istri, konsep ulama’
klasiklah yang lebih detail dan utuh karena realitanya permasalahan-permasalahan dalam
keluarga akan bisa teratasi jika suami-istri mampu melakukan hak dan kewajibannya masing-

masing.

38 Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, Shahih Bukhariy, kitab Futun, hadith no. 7099, (Damaskus:
Dar Ibn Katsir, 2002), 1757.
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Pemenuhan hak dan kewajiban yang diusung oleh ulama’ klasik tidak hanya
menitikberatkan peran suami sebagai pemimpin yang harus mencukupi sandang, pangan dan
papan dalam keluarganya.3® Akan tetapi, peran istri juga dituntut untuk memenuhi kewajiban
terhadap suaminya,“ salah satu peran terpenting istri dalam masalah kewajibannya terhadap

suami adalah ketaatan tidak dalam kemaksiatan dan pemenuhan pelayanan biologis suami.

3% Kewajiban lain yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya adalah: Pertama, mengajari istri sesuatu
yang dibutuhkannya, yakni terkait pengetahuan agama. Kedua, bagi pelaku praktek poligami, maka suami harus
berlaku adil terhadap para istrinya. Ketiga, seorang suami juga hendaknya menjaga aib istrinya (ini untuk menjaga
hubungan baik antar keduanya). Keempat, memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana dicontohkan
Nabi dalam keluarganya. Kelima, menjaga kecemburuan seperlunya/ sewajarnya. Keenam, bisa mengatasi
permasalahan antara suami-istri. Lihat: al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan..., 140.

40 Kewajiban istri atas suami yang sekaligus menjadi hak suami yang harus dipenuhi istri adalah: Pertama, istri
wajib taat terhadap suaminya karena posisi suami sebagai pemimpin. Kedua, pemenuhan istri terhadap
kesenangan biologis suaminya. Ketiga, melakukan segala perbuatan dengan izin suami. Lihat: al-Utsaimin, Hak-
hak yang sesuai dengan Fitrah dan Syariat..., 36.
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